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BAB I 

PENDAHAULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum.
1 

Salah satu ciri Negara hukum, 

yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan 

Jerman disebut rechtstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan 

negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar 

paham konstitusionalisme atau constitutional state
2
, yaitu negara yang dibatasi oleh 

konstitusi. Dalam konsteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut 

pula dengan istilah constituional democracy dihubungkan dengan pengertian negara 

demokrasi yang berdasar atas hukum.
3 

 

Setiap negara yang menganut negara hukum, secara umum berlaku beberapa 

prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
4 

                                                           
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). 

2
 Bahwa perlunya pembatasan kekuasaan (the limited state), agar penyelenggaraan Negara tidak 

bersifat sewenang-wenang. Dimana UUD dianggap sebagai Institusi yang paling efektif untuk 

melindungi warga negarannya melalui konsep Rule of law atau Rechtstaat. Menurut Andrew Heywood 

konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adannya 

keinginan untuk melindungi kebebasan dan melakukan pengawasan (check) internal maupun eksternal 

terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam Miriam Budiardjo dkk, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 171. 
3
 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006),hlm. 11. 
4
 Munir Fuady, Teori Negara Hukum (Rechstaat), (Bandung: Regika Aditama, 1985), hlm 218.  
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Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamirkan 

dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan 

UUD 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara 
 

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Negara hukum 

yang dianut oleh Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 

dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Negara hukum 

(rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara 

dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah 

kekuasaan hukum”.
5
 Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-

alat perlengkapan negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan 

terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan.
6 

 Salah satu hasil nyata Reformasi adalah terjadinya perubahan sistem 

ketatanegaraan melalui serangkaian perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan tahun 

1999-2002. Terdapat beberapa alasan mengapa dilakukan perubahan UUD 1945
7
: 

Pertama; struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya executive heavy karena 

menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang cabang 

kekuasaan eksekutif.
8
 Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan UUD 1945 yang 

memberikan wewenang kepada Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan 

kepala pemerintahan (chief of executive). Bahkan, cakupan kekuasaan ini makin 

                                                           
5
 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara 

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992,hlm 8. 
6
 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Paradigma,2010), 

hlm 92 
7
  Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 11-29   

8
 Ibid, hlm 11-12 
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besar, karena Presiden juga berperan penting dalam pembentukan undang-undang. 

Pada masa sebelum terjadi perubahan, Penjelasan UUD 1945 makin memperkuat 

kedudukan Presiden dengan penambahan kualifikasi jabatan sebagai Mandataris 

MPR.  

Kedua, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tidak cukup memuat sistem 

checks and balances antara cabang-cabang pemerintahan untuk menghindarkan 

”concentration of powers”, penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-

wenang.
9
 

Ketiga, UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga 

menimbulkan multi tafsir yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan 

dengan ajaran konstitusionalisme.
10

 

Keempat, perintah pembentukan undang-undang organik tidak disertai arahan 

tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani.
11

 Salah satu contoh paling 

nyata adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada UU 

Pemerintahan daerah yang sangat sentralistik, seperti UU No. 5 Tahun 1974, namun 

ada pula yang sangat desentralistik, seperti UU No. 22 Tahun 1999.  

                                                           
9
 Ibid, hlm 13-14 

10
 Ibid, hlm 14-15 

11
 Ibid, hlm 16 
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Kelima, adanya Penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan yang dimuat dalam Batang Tubuh.
12

 Hal ini terlihat jelas manakala 

Presiden diberi kualifikasi tambahan sebagai Mandataris MPR, yang menjadikan 

Tubuh, seperti pemaknaan” kekuasaan MPR tak terbatas” yang menyebabkan 

munculnya tafsiran bahwa MPR dapat membuat berbagai ketetapan dengan muatan 

yang tidak terbatas.
13

  

Lembaga negara disebut juga dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga 

pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk 

berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang 

dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula 

yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). 

Secara teori, konstitusi diberi makna serta pengertian yang berbeda-beda, 

tergantung sudut pandang yang digunakan. Hal ini, antara lain, disebabkan konstitusi 

menjadi obyek kajian berbagai ilmu, misalnya hukum, dan politik. Cheryl Presiden 

makin kuat. Selain itu, terdapat praktik ketatanegaraan yang lebih didasakan pada 

Penjelasan daripada ketentuan dalam Batang- 3 

Saunders – Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas Melbourne – 

mengatakan,“a constitution is more than a social contract…it is rather an expression 

                                                           
12

 Ibid, hlm 16-29 
13

 Bagir Manan, “Lembaga-lembaga Negara Di dalam dan Di luar UUD 1945”, Makalah, 

2016, hlm 2.   



6 

 

of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, 

aspirations and indeed, the soul of the nation”.
14

 

Dalam pandangan yang hampir serupa, Prof. Muna Ndulo menyebutkan:  

“Konstitusi sebuah negara haruslah merupakan catatan kehidupan sebuah 

bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan. Konstitusi itu haruslah 

menjadi otobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan 

masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan bisa meyakinkan 

bahwa dalam “konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat 

tercapai”.
15

 

Maka berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka penulis ingin 

lebih memahami mengenai sistem ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga 

negara. Selanjutnya penulis melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi 

yang berjudul “Analisis Sistem Ketatanegaraan dan Hubangan Antar Lembaga 

Negara  Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan penulis dalam penulian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945? 

2. Bagaimana Hubungan Antara Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 

Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945? 

                                                           
14

 Cheryl Saunders, ‘Women and Constitution Making’, Makalah pada Konferensi Internasional 

mengenai Women, peace building and Constitution Making, Sri Lanka, Mei 2002, 

(http://www.law.unimelb.edu.au/icil/topics/linkstipapers/womenconstitution.html), hlm 4, diunduh 23 

Oktober 2002.   
15

 Term of Reference Focus Group Discussion Re-Amandemen Konstitusi, Nasional Demokrat-

PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 12 Januari 2011, hlm 1.   
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C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Sistem Ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Untuk mengetahui Hubungan Antara Lembaga Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang 

hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur tentang perkembangan 

hukum tata Negara terutama dalam bidang sistem ketatanegaraan dan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi 

dalam bidang hukum tata Negara kepada masyarakat, pemerintah, dan para 

akademis di Indonesia terkait dengan sistem ketatanegaraan dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangan 

pemikiran   yang sangat berharga bagi pemerintah, serta Kepada seluruh 

Aparatur Penegak Hukum  dalam merumuskan serta mengkaji kebijakan yang 
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berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 agar dapat berjalan efektif. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Di Fakultas 

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan sebagai pedoman serta 

menambah wawasan terkait Sistem Katatanegaraan yang diatur dalam 

Peraturan Perundang- Undangan yang  ada di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Ketatanegaraan  

1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan 

Istilah atau terminologi sistem ketatanegaraan terdiri dari dua kata, yakni 

'sistem' dan 'ketatanegaraan'. Sistem adalah keseluruhan yang terintegrasi dan sifat-

sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat yang lebih kecil. Dengan kata lain, 

sistem adalah kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untukmelakukan suatu 

fungsi tertentu. Misalnya, dalam istilah sehari-hari, kita sering mendengar yang 

namanya sistem pencernaan.Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ mulai dari 

mulut, tenggorokan, lambung, usus dan anus yang satu sama lain saling terkait dan 

melengkapi untuk melaksanakan fungsi pencernaan.  Jika salah satu organ tersebut 

tidak ada atau tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan 

mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan
16

.  

Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai “Suatu kesatuan dimana di 

dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang 

terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kaitmengkait dan 

fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, kohensif; sehingga 

bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya”.
17

 Pengertian sistem dapat 

juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan 

ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik 

                                                           
16

 Sihotang Januari,Rekontruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia, 

Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm 27. 
17

 Abdy Yuhana, Op. Cit., hlm. 67. 
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menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan 

tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. 

Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga 

tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter 

bagi masing-masing lembaga. Suatu prinsip kedaulatan rakyat itu tidak saja 

diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan melainkan juga tercermin 

dalam struktur mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin 

tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 

Dari segi, kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan 

melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahaan kekuasaan atau pembagian 

kekuasaan. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran 

yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap stuktur dan kewenangan 

lembaga negara.
18

 Berikut ini sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di 

Indonesia: 

1) Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen 

Prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan dapat diorganisasikan melalui 

dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) 

dan pembagian kekuasaan (division of power). Pemisahan kekuasaan bersifat 

horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsifungsi yang 

tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling 

mengimbangi (check and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat 

                                                           
18

 Chairul Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka 

Mandiri) 1999 
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vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke 

bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang 

kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat 

horizontal. 

2) Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS Ketentuan dalam 

UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Sedangkan pasal 1 Ayat (2) UUD 1949 menentukan bahwa kekuasaan 

berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat. Berdasarkan hal tersebut, 

dapat dikatakan bahwa pemegang kedaulatan dalam Republik Indonesia Serikat 

bukanlah rakyat, tetapi negara. Jadi yang menjadi asas UUD 1949 adalah 

kedaulatan negara (staats sauvereiniteit).  

3) Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 UUDS 1950 adalah 

formal sebuah perubahan konstitusi RIS 1949. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) 

UUDS 1950 menetapkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia ada di tangan 

rakyat. Ketentuan ini berlainan dengan UUD 1945, UUDS 1950 dengan khusus 

menentukan bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh pemerintah bersama 

dengan DPR. Paham ini tidak terdapat dalam konstitusi RIS.  

4) Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen 

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangannya mengalami 

perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang 

dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatar 
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belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis 

dengan check and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang 

kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan 

melindungi hak asasi manusia. 

Adapun lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan diatur menurut 

hasil Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

2. Presiden 

3. Dewan Perwakilan Rakyat 

4. Dewan Perwakilan Daerah 

5. Mahkamah AgungBadan Pemeriksa Keuangan 

6. Mahkamah Konstitusi 

7. Komisi Yudisial 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, munculnya gagasan perubahan tentang 

kelembagaan negara tersebut tak lain adalah demi terciptanya sistem dan mekanisme 

check and balances di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
19

 

2. Pengertian Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disingkat UUDNRI 1945) pada Pasal 1 Ayat (2) mengamanatkan bahwa kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, 

berdasarkan Pancasila maka dianut pula prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sehingga untuk 

                                                           
19

 Moh. Mahmud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 65. 



13 

 

melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga 

perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejewantahkan 

nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangakan aspirasi rakyat, 

termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Kekuasaan (separation of power) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari 

prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power) yang berlaku sebelumnya dalam 

sistematika UUD 1945. Jika sebelumnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 

1945 bahwa kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan berada di tangan 

Presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, maka dalam perubahan pertama dan 

kedua UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) kekuasaan untuk membentuk undang-undang 

(UU) itu ditegaskan berada ditangan DPR, sedangkan Presiden menurut Pasal 5 ayat 

(1) yang baru ditentukan hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) 

kepada DPR. Perubahan ini menegaskan terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif 

dari Presiden ke DPR, dengan konsekuensi berubah pula pengertian tentang anutan 

prinsip pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan seperti dipahami selama 

ini. 

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 tahap pada periode 1999-2002. 

Perubahan ini akhirnya berimplikasi juga terhadap lembaga perwakilan di Indonesia. 

Sehingga pada Era Reformasi, terjadi masa transisi menuju Indonesia baru dengan 

sistem ketatanegaraan yang sama sekali berubah secara fundamental dari sistem 
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ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan UUD 1945 yang asali. Salah satu gagasan 

fundamental yang sudah diadopsi yaitu anutan prinsip pemisahan 

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan 

ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat 

dan saling mengimbangi, sedangkan pembagian kekuasaan bersifat veritkal dalam arti 

perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertical ke bawah kepada lembaga-

lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Pembagian 

atau pemisahan suatu kekuasaan sangat penting agar tidak terjadinya tindakan 

kesewenang-wenangan dari masing-masing pemerintahan atau lembaga-lembaga, 

dibentuk agar sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang berorientasi pada 

tegaknya the rule of law, pengendalian kekuasaan, otonomi daerah, serta check and 

balance.  

Teori pemisahan kekuasaan menimbulkan berbagai pengertian dalam berbagai 

hukum konstitusi, misalnya pemahaman tentang system check and balance, 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman, delegasi kekuasaan legislatif, tanggung jawab 

eksekutif terhadap badan pembentuk undang-undang, hak uji materiil dan sebagainya. 

Menurut sejarah pembagian kekuasaan negara itu bermula dari gagasan tentang 

pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan 

seorang monarki (raja absolut). Oleh karena itu muncul berbagai macam paham 

terhadap pemisahan kekuasaan. Konsep dari Jhon Locke yaitu membagi kekuasaan 

negara menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Pandangan Jhon 

Locke, kekuasaan eksekutif dan federatif harus berada pada tangan yang sama; 

supremasi kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan yang lain. Pelaksanaan fungsi 
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eksekutif dan yudisial harus dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku.
20

  

Dalam hal ini adanya suatu pemisahan kekuasaan untuk mencegah 

kesewenang-wenangan, dan menjamin terciptanya kekuasaan kehakiman yang 

merdeka. Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan tidak hanya dikaji oleh Jhon 

Locke, tetapi ada dari seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis bernama 

Montesquieu. Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dibagi 

ke dalam tiga kekuasaan, yaitu : pertama, kekuasaan legislatif yang membentuk 

undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan 

yang ketiga, kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk menjalankan kehakiman.l   

Dalaml  pandanganl  Montesquieul  suatul  kebebasanl  politikl  hanyal  adal  dil  negara-

negaral  dimanal  kekuasaanl  negara,l  bersamal  denganl  semual  fungsil  yangl  berkaitan,l  

tidakl  beradal  padal  tanganl  orangl  yangl  sama.l  Rousseaul  terhadapl  teoril  pemisahanl  ataul  

pembagianl  kekuasaanl  mengemukakanl  dial  membatasil  fungsil  negaral  menjadil  dua,l  

yaitul  pembuatanl  undang-undangl  danl  pelaksanaanl  undang-undang.l  Rousseaul  

mengutipl  pernyataannl  daril  Brewer-Cariasl  :l  “Bahwal  perlunyal  sub-ordinasil  lembagal  

yangl  menjalankanl  hukuml  kepadal  lembagal  yangl  membuatnya,l  denganl  tujuanl  untukl  

menjaminl  adanyal  supremasil  hukuml  .l  Rousseaul  terhadapl  teoril  pemisahanl  ataul  

pembagianl  kekuasaanl  mengemukakanl  dial  membatasil  fungsil  negaral  menjadil  dua,l  

yaitul  pembuatanl  undang-undangl  danl  pelaksanaanl  undang-undang.l  Rousseaul  

mengutipl  pernyataannl  daril  Brewer-Cariasl  :l  “Bahwal  perlunyal  sub-ordinasil  lembagal  

                                                           
20

 La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, 

2005, hlm. 80. 
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yangl  menjalankanl  hukuml  kepadal  lembagal  yangl  membuatnya,l  denganl  tujuanl  untukl  

menjaminl  adanyal  supremasil  hukum
21

l  .l  Jadil  benar-benarl  adal  pemisahanl  kekuasaanl  

perundang-undanganl  danl  kekuasaanl  pemerintahan,l  sesuail  denganl  prinsipl  checkl  andl  

balances.l  Adanyal  prinsipl  checkl  andl  balancesl  ini,l  kekuasaanl  negaral  dapatl  diatur,l  

dibatasil  bahkanl  dikontroll  denganl  sebaik-baiknya,l  sehinggal  penyalahgunaanl  

kekuasaanl  olehl  aparatl  penyelenggaraanl  negaral  ataupunl  pribadi-pribadil  yangl  

kebetulanl  sedangl  mendudukil  jabatanl  dalaml  lembaga-lembagal  negaral  yangl  

bersangkutanl  dapatl  dicegahl  danl  ditanggulangil  denganl  sebaik-baiknya.l   

Padal  kenyataannya,l  sejarahl  menunjukkanl  bahwal  caral  pembagianl  kekuasaanl  

yangl  dilakukanl  Montesquieul  yangl  telahl  diterima.l  Kekuasaanl  federatifl  dil  berbagail  

negaral  sekarangl  inil  dilakukanl  olehl  eksekutifl  melaluil  Departemenl  Luarl  Negerinyal  

masing-masing.l  Pembagianl  kekuasaan-kekuasaanl  itul  kel  dalaml  tigal  pusatl  kekuasaanl  

olehl  Emmanuell  Kantl  kemudianl  diberil  namal  Triasl  Political  (Tril  =l  tiga;l  Asl  =l  porosl  

(pusat);l  Political  =l  kekuasaan)l  ataul  tigal  pusat/l  porosl  kekuasaanl  negara.
22

l  Ajaranl  daril  

sisteml  Triasl  Politica,l  yaitul  ajaranl  yangl  memisahkanl  samal  sekalil  adanyal  tigal  

kekuasaanl  negaral  sepertil  eksekutif,l  legislatif,l  danl  yudikatif
23

. 

3. Pengertianl  Sisteml  Pemerintahan 

Sisteml  diartikanl  sebagail  suatul  keutuhanl  kaidah-kaidahl  yangl  teraturl  danl  

mempunyail  tujuanl  tertentu,l  sedangkanl  pemerintahanl  dimaksudkanl  sebagail  suatul  

lapanganl  kerja,l  suatul  tugasl  (khususnyal  yangl  disebut)l  Pemerintahl  dalaml  

                                                           
21

l  Ibid.,l  hlm.l  85. 
22

l  Moh.l  Mahfudl  MD,l  Dasarl  …,l  Op.l  Cit.,l  hlm.l  73-74. 
23

Joeniarto,l  Demokrasil  danl  Sisteml  Pemerintahanl  Negara,l  Ctk.l  Kedua,l  PTl  Binal  Aksara,l  

Jakarta,l  1984,l  hlm.l  70 
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hubungannyal  denganl  badanl  perundang-undangan.l  Dalaml  literaturl  ilmul  negaral  

(Algemenel  Staatsleer,l  Theoryl  ofl  State)l  danl  ilmul  hukuml  tatal  negaral  (Staatsrechtl  

Wetenschap,l  Constitutionall  Law),l  sisteml  pemerintahanl  diartikanl  sebagail  tatananl  

hubunganl  pertanggungjawabanl  atasl  penyelenggaraanl  pemerintahanl  antaral  eksekutifl  

danl  legislatifl  (parlemen).l  Istilahl  pemerintahanl  berartil  sangatl  luas,l  yaitul  meliputil  

semual  pengurusanl  negaral  ataul  segalal  alat-alatl  kenegaraanl  Adal  hubunganl  antarl  

organ-organl  yangl  diserahil  kekuasaanl  dalaml  menjalankanl  negara,l  terlebihl  padal  

hubunganl  antarl  lembagal  baikl  legislatif,l  eksekutif,l  sertal  yudikatif,l  makal  sisteml  

pemerintahanl  yangl  akanl  menyelenggarakanl  pemisahanl  kekuasaanl  tersebut.l  

Setidaknyal  adal  3l  macaml  sisteml  pemerintahan,l  yaitu: 

1. Negaral  denganl  sisteml  pemerintahanl  presidensial;l   

2. Negaral  dalaml  sisteml  pemerintahanl  parlementer;l   

3. Negaral  dalaml  sisteml  pemerintahanl  badanl  pekerja,l  ataul  referendum. 

l   Dalaml  hall  sisteml  pemerintahanl  apal  yangl  pantasl  digunakanl  dil  dalaml  sebuahl  

negaral  khususnyal  negaral  Indonesial  danl  Filipina,l  yaitul  negaral  dalaml  sisteml  

pemerintahanl  presidensial.l  Sisteml  presidensiall  inil  kelangsunganl  hidupl  badanl  

eksekutifl  tidakl  tergantungl  padal  badanl  legislatif,l  danl  badanl  eksekutifl  mempunyail  

masal  jabatanl  tertentu.l  Kebebasaanl  badanl  eksekutifl  terhadapl  badanl  legislatifl  

mengakibatkanl  kedudukanl  badanl  eksekutifl  lebihl  kuatl  dalaml  menghadapil  badanl  

legislatif.l   
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Menteri-menteril  dalaml  kabinetl  presidensiall  dapatl  dipilihl  menurutl  kebijakanl  

presidenl  sendiril  tanpal  menghiraukanl  tuntutan-tuntutanl  partail  politik.
24

l  Sisteml  

pemerintahanl  yangl  sepertil  ini,l  yangl  menghasilkanl  sebuahl  demokrasil  ataul  

pemerintahanl  perwakilanl  yangl  representatifl  denganl  sisteml  pemisahanl  kekuasaanl  

secaral  tegasl  ataul  sisteml  presidensial.l  Adanyal  suatul  pemisahaanl  kekuasaanl  yangl  

tegasl  telahl  sesuail  denganl  apal  yangl  menjadil  dasarl  ataul  prinsipl  daril  checkl  andl  balancel  

dalaml  sebuahl  lembagal  negara.l  Pemisahaanl  kekuasaanl  disinil  antaral  kekuasaanl  

legislatifl  denganl  eksekutifl  yangl  dapatl  diartikanl  bahwal  kekuasaanl  eksekutifl  itul  

dipegangl  olehl  suatul  badanl  ataul  organl  yangl  dalaml  menjalankanl  tugasl  eksekutifl  itul  

tidakl  bertanggungl  jawabl  kepadal  suatul  badanl  perwakilanl  rakyat.l  Badanl  perwakilanl  

rakyatl  itul  menurutl  idel  Triasl  Politikal  Montesquieul  memangl  kekuasaanl  legislatifl  yangl  

bertugasl  membuatl  danl  menentukanl  peraturan-peraturanl  hukum.l  Jadil  disinil  benar-

benarl  telahl  adal  suatul  pemisahanl  kekuasaanl  perundangundanganl  danl  kekuasaanl  

pemerintahan.l  Apabilal  dikemudianl  haril  adal  terjadil  perselisihanl  antaral  badanl  

eksekutif,l  legislatif,l  makal  badanl  yudikatifl  lahl  yangl  akanl  memutuskannya.l   

Beberapal  ciril  yangl  pentingl  sisteml  pemerintahanl  presidensiall  adalahl  sebagail  

berikut:
25

l   

1) Masal  jabatannyal  tertentu,l  misalnyal  4l  tahun,l  5l  tahun,l  6l  tahunl  ataul  7l  tahun,l  

sehinggal  Presidenl  danl  jugal  Wakill  Presidenl  tidakl  dapatl  diberhentikanl  dil  tengahl  

masal  jabatannyal  karenal  alasanl  politik.l  Dil  beberapal  negara,l  periodel  masal  

                                                           
24

l  Miriaml  Budiardjo,l  Dasar-dasarl  Ilmil  Politik,l  Edisil  Revisi,l  Ctk.l  Kelima,l  CVl  Primal  Grafika,l  

Jakarta,l  2012,l  hlm.l  303. 
25

l  Jimlyl  Asshiddiqie,l  Konstitusil  &l  Konstitusionalismel  Indonesia,l  Ctk.l  Kedua,l  Sinarl  Grafika,l  

Jakartal  Timur,l  2011,l  hlm.l  168-169. 



19 

 

jabatanl  inil  biasanyal  dibatasil  denganl  tegas,l  misalnyal  hanyal  1l  kalil  masal  jabatanl  

ataul  hanyal  2l  kalil  masal  jabatanl  berturut-turut.l   

2) Presidenl  danl  Wakill  Presidenl  tidakl  bertanggungl  jawabl  kepadal  lembagal  politikl  

tertentul  yangl  biasal  dikenall  sebagail  parlemen,l  melainkanl  langsungl  bertanggungl  

jawabl  kepadal  rakyat.l  Presidenl  danl  Wakill  Presidenl  hanyal  dapatl  diberhentikanl  

daril  jabatannyal  karenal  alasanl  pelanggaranl  hukuml  yangl  biasanyal  dibatasil  padal  

kasus-kasusl  tindakl  pidanal  tertentul  yangl  jikal  dibiarkanl  tanpal  

pertanggungjawabanl  dapatl  menimbulkanl  masalahl  hukuml  yangl  seriusl  misalnyal  

penghianatanl  padal  negara,l  pelanggaranl  yangl  nyatal  terhadapl  konstitusi,l  danl  

sebagainya. 

3) Olehl  karenal  itu,l  lazimnyal  ditentukanl  bahwal  Presidenl  danl  Wakill  Presidenl  itul  

dipilihl  olehl  rakyatl  secaral  langsungl  ataupunl  melaluil  mekanismel  perantaral  

tertentul  yangl  tidakl  bersifatl  perwakilanl  permanenl  sebagaimanal  hakikatl  lembagal  

parlemen.l   

4) Dalaml  hubungannyal  denganl  lembagal  parlemen,l  Presidenl  tidakl  tundukl  kepadal  

parlemen,l  tidakl  dapatl  membubarkanl  parlemen,l  danl  sebaliknyal  parlemenl  jugal  

tidakl  dapatl  menjatuhkanl  Presidenl  danl  membubarkanl  kabinetl  sebagaimanal  

dalaml  praktikl  sisteml  parlementer.l   

5) Dalaml  sisteml  ini,l  tidakl  dikenall  adanyal  perbedaanl  antaral  fungsil  kepalal  negaral  

danl  kepalal  pemerintahan.l  Adapunl  dalaml  sisteml  parlementer,l  pembedaanl  

bahkanl  pemisahaanl  kedual  jabatanl  kepalal  negaral  danl  kepalal  pemerintahanl  itul  

merupakanl  suatul  kelazimanl  danl  keniscayaan. 



20 

 

6) Tanggungl  jawabl  pemerintahanl  beradal  dil  pundakl  Presiden,l  danl  Presidenlahl  

padal  prinsipnyal  yangl  berwenangl  membentukl  pemerintah,l  menyusunl  kabinet,l  

mengangkatl  danl  memberhentikanl  paral  Menteril  sertal  pejabat-pejabatl  publikl  

yangl  pengangkatanl  danl  pemeberhentiannyal  dilakukanl  berdasarkanl  politicall  

appointment. 

Keuntunganl  sisteml  presidensiall  itul  menjaminl  stabilitasl  pemerintahan.l  Sisteml  

inil  jugal  dapatl  dipraktikkanl  denganl  tetapl  menerapkanl  sisteml  multi-partail  yangl  dapatl  

mengakomodasikanl  konfigurasil  kekuatanl  politikl  dalaml  masyarakatl  yangl  dilengkapil  

denganl  pengaturanl  konstitusionall  untukl  mengurangil  dampakl  negatifl  ataul  kelemahanl  

bawaanl  daril  sisteml  presidensiall  tersebut.l  Daril  berbagail  macaml  karakteristik,l  

keuntunganl  maupunl  kelemahanl  daril  penguraianl  sisteml  presidensial,l  hampirl  semual  

ahlil  sepakatl  salahl  satul  daril  karakteristikl  sisteml  presidensiall  yangl  utamal  adalahl  

presidenl  memangl  fungsil  ganda,l  yaitul  sebagail  kepalal  negaral  danl  sekaligusl  kepalal  

pemerintahan.l  Meskil  sulitl  dibedakanl  secaral  jelas,l  sebagail  kepalal  negara,l  jabatanl  

presidenl  dapatl  dikatakanl  sebagail  simboll  negara.
26

l   

Dalaml  kekuasaanl  eksekutif,l  sebagail  kepalal  pemerintah,l  presidenl  merupakanl  

pemegangl  kekuasaanl  tunggall  danl  tertinggi.l  Presidenl  tidakl  hanyal  sekedarl  memilihl  

anggotal  kabinet,l  tetapil  jugal  berperanl  pentingl  dalaml  pengambilanl  keputusanl  dil  dalaml  

kabinet.l  Terkaitl  hall  itu,l  Lijphartl  menyatakan,l  keputusan-keputusanl  pentingl  dalaml  

sisteml  pemerintahanl  presidensiall  dapatl  dibuatl  denganl  ataul  tanpal  perimbanganl  daril  

anggotal  kabinet.l  Kondisil  itul  jelasl  berbedal  denganl  sisteml  parlementerl  yangl  tidakl  

                                                           
26

l  T.A.l  Legowo,l  Paradigmal  Checksl  andl  Balances,l  dikutipl  daril  Saldil  Isra,l  Pergeseranl  Fungsil  

Legislasil  :l  Menugatnyal  Modell  Legislasil  Parlementerl  dalaml  Sisteml  Presidensiall  Indonesia,l  Ctk.l  

Pertama,l  PTl  Rajagrafindol  Persada,l  Jakarta,l  2010,l  hlm.l  40. 
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memungkinkanl  perdanal  menteril  membuatl  semual  keputusanl  pentingl  tanpal  

melibatkanl  anggotal  kabinet.
27

 

Dil  lingkunganl  negara-negaral  besarl  denganl  pendudukl  yangl  beragaml  danl  luas,l  

sisteml  presidensiall  inil  yangl  cocokl  danl  efektifl  untukl  menjaminl  sisteml  pemerintahanl  

yangl  kuat,l  namunl  seringkalil  karenal  kuatnyal  otoritasl  yangl  dimiliki,l  timbull  persoalanl  

berkenaanl  denganl  dinamikal  demokrasi.l  Indonesial  danl  Filipinal  merupakanl  salahl  satul  

negaral  yangl  memilikil  sisteml  pemerintahanl  yangl  presidensial,l  berkenaanl  denganl  

kelemahanl  yangl  terjadil  sehinggal  menimbulkanl  gelombangl  demokratisasil  yangl  kuatl  

danl  akhirnyal  berhasill  menumbangkanl  reziml  otoritasl  dil  kedual  negaral  ini.l  Agarl  

memastikanl  kelemahan-kelemahanl  bawaanl  sisteml  presidensiall  inil  dapatl  dil  atasi,l  

makal  kedual  negaral  mengadakanl  adanyal  suatul  batasan-batasanl  yangl  digunakanl  untukl  

menjaminl  agarl  prinsipl  strongl  andl  effectivel  governmentl  dapatl  diselenggarakanl  secaral  

terbatasl  danl  dapatl  dipertanggungjawabkan. 

B. Tinjauanl  Umuml  Tentangl  Lembagal  Negara 

1. Pengertianl  Lembagal  Negara 

Lembagal  negaral  adalahl  lembagal  pemerintahanl  (Civilazatedl  Organisation)l  

yangl  dibuatl  oleh,l  dari,l  danl  untukl  negara.l  Lembagal  negaral  bertujuanl  untukl  

membangunnegaral  itul  sendiri.l  Secaral  umuml  tugasl  lembagal  negaral  antaral  lainl  

menjagal  stabilitasl  keamanan,l  politik,l  hukum,l  HAM,l  danl  budaya,l  menjadil  bahanl  

penghubungl  antaral  negaral  danl  rakyatnya,l  sertal  yangl  palingl  pentingl  adalahl  

membantul  menjalankanl  rodal  pemerintahan.l  Daril  penjelasanl  tersebutl  dapatl  dikatakanl  

                                                           
27

l  Arendl  Lijphart,l  Patternsl  ofl  Democracy,l  Ibid.,l  hlm.l  40. 
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bahwal  kedudukanl  danl  kewenanganl  lembagal  negaral  sangatl  berpengaruhl  padal  sisteml  

pemerintahanl  danl  konstitusil  yangl  berlaku.l   

2. Lembagal  Negaral  Berdasarkanl  Undang-Undangl  Dasarl  Tahunl  1945 

Dalaml  UUDl  1945l  telahl  diaturl  sedikitnyal  34l  lembagal  Negaral  yaitul  sebagail  

berikut: 

1) MPRl  yangl  diaturl  dalaml  BABl  IIl  UUDl  1945l  yangl  berjudul 

“Lembagal  Perwakilanl  Rakyat” 

2) Presidenl  yangl  diaturl  dalaml  BABl  IIIl  UUDl  1945 

3) Wakill  presidenl  jugal  diaturl  dalaml  BABl  IIIl  UUDl  1945 

4) l  Mentril  danl  kementrianl  Negaral  yangl  diaturl  dalaml  BABl  V 

5) Mentril  luarl  negeril  sebagail  mentril  Triumviratl  yangl  diaturl  dalaml  pasall  8l  ayatl  (3)l  

UUDl  1945 

6) Menteril  dalaml  negeril  sebagail  menteril  triumviratl  bersama-samal  menteril  luarl  

negeril  danl  mentril  pertahananl  dil  aturl  dalaml  pasall  8l  ayatl  (3)l  UUDl  1945. 

7) Menteril  Pertahananl  bersama-samal  menteril  luarl  negeril  danl  menteril  dalaml  

negeril  sebagail  menteril  triumviratl  diaturl  dalaml  pasall  8l  UUDl  1945. 

8) Dewanl  Pertimbanganl  Agungl  yangl  diaturl  dalaml  BABl  IVl  UUDl  1945. 

9) Dutal  sepertil  yangl  diaturl  dalaml  pasall  13l  UUDl  1945l  ayatl  (1)l  danl  (2) 

10) l  Konsull  sepertil  yangl  diaturl  dalaml  pasall  13l  UUDl  1945l  ayatl  (3) 

11) l  Pemerintahl  Daerahl  Provinsil  sepertil  yangl  siaturl  dalaml  BABl  VI 

12) l  Gubernurl  Kepalal  Daerahsepertil  diaturl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (4). 

13) l  DPRDl  Provinsil  sepertil  yangl  diaturl  dalaml  Pasall  18l  ayatl  (3) 

14) l  Pemerintahl  Daerahl  Kabupatensepertil  yangl  disebutl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (3) 

15) l  Pemdal  Kotal  sepertil  yangl  diaturl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (2),l  (3),(5),l  (6),l  danl  (7)l  

UUDl  1945. 

16) l  Bupatil  kepalal  daerahl  kabupatenl  diaturl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (4) 

17) l  DPRDl  kabupatenl  diaturl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (3) 

18) l  Walikotal  Kepalal  Daerahl  Kotal  yangl  diaturl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (4) 

19) l  Satuanl  pemerintahl  Daerahl  yangl  bersifatl  khususl  dalaml  pasall  18l  B 

20) l  DPRDl  kotal  yangl  disebutl  dalaml  pasall  18l  ayatl  (3) 

21) l  DPRl  yangl  diaturl  dalaml  BABl  VIIl  UUDl  1945. 

22) l  DPDl  yangl  diaturl  dalaml  BABl  VIIAl  UUDl  1945. 

23) l  Komisil  Penyeenggaraanl  pemilul  diaturl  dalaml  pasall  22l  El  ayatl  (5). 

24) l  Bankl  Sentrall  yangl  diaturl  secaral  eksplisitl  dalaml  pasall  23D 

25) l  BPKl  diaturl  dalaml  BABl  VIIIA 

26) l  Mahkamahl  Agungl  diaturl  dalaml  BABl  IXl  pasall  24l  danl  24A 

27) l  Mahkamahl  Konstitusil  diaturl  dalaml  BABl  IXl  pasall  24l  danl  24C 

28) l  Komisil  Yudisiall  diaturl  dalaml  BABl  IXl  pasall  24B 

29) l  TNIl  yangl  diaturl  tersendiril  dalaml  BABl  XII 

30) l  Angkatanl  Daratl  (TNIl  AD)l  diaturl  dalaml  pasall  10l  UUDl  1945 



23 

 

31) l  Angkatanl  Lautl  (TNIl  AL)l  diaturl  dalaml  pasall  10l  UUDl  1945 

32) l  Angkatanl  Udaral  (TNIl  AU)l  diaturl  dalaml  pasall  10l  UUDl  1945 

33) l  Kepolisianl  Negaral  RIl  (POLRI)l  diaturl  dalaml  pasall  30l  UUDl  1945 

34) l  Badan-badanl  lainl  yangfungsinyal  terkaitl  denganl  fungsil  kehakimanl  sepertil  

kejaksaanl  diaturl  dalaml  UUl  yangl  diaturl  dalaml  pasall  24l  ayatl  (3)l  UUDl  1945. 

3. l  Macam-Macaml  Lembagal  Negara 

Lembagal  Negara,l  terdapatl  adal  2l  (dua)l  unsurl  pokokl  yangl  salingl  berhubunganl  

erat,l  yaitul  “Organ”l  danl  “Fungsi”.l  Organl  adalahl  bentukl  ataul  wadahnya,l  sedangkanl  

fungsil  adalahl  isinya.l  Organl  danl  fungsil  inil  adalahl  bagianl  yangl  tidakl  bisal  dipisahkan,l  

bagaikanl  dual  sisil  matal  uang.l  Untukl  lebihl  memudahkanl  pemahaman,l  dapatl  

dikemukakanl  sebuahl  penjelasan,l  bahwal  organl  adalahl  statusl  bentuknya,l  sedangkanl  

fungsil  adalahl  gerakanl  wadahl  itul  ataul  gerakanl  mengenail  bagaimanal  bekerjanyal  

wadahl  sesuail  denganl  maksudl  pembentukannya.l  Pembagianl  daril  ke-34l  lembagal  

negaral  dalaml  naskahl  Undang-Undangl  Dasarl  Tahunl  1945l  tersebutl  dil  atas,l  organl  yangl  

dimaksudl  sebagianl  adal  yangl  secaral  eksplisitl  namanyal  disebutkan,l  namunl  adal  pulal  

sebagianl  yang 

Secaral  eksplisitl  hanyal  disebutkanl  fungsinyal  saja.l  Adal  pulal  Lembagal  ataul  

organl  yangl  disebutkanl  namal  organnyal  maupunl  fungsil  ataul  kewenanganyal  akanl  

diaturl  denganl  peraturanl  yangl  lebihl  rendah.l  Denganl  demikian,l  makal  macaml  Lembagal  

Negaral  dapatl  dilihatl  daril  segil  yaitul  daril  segil  fungsinyal  danl  segil  hirarkinya.l  Dil  bawahl  

inil  akanl  dikemukakanl  penjelasanl  lebihl  lanjutl  mengenail  keduanya. 

 

 

 

a. Lembagal  Negaral  Daril  Segil  Hirarkinyal   
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Lembagal  Negaral  dilihatl  daril  segil  hirarkinyal  dapatl  dibedakanl  kel  dalaml  3l  (tiga)l  

lapisl  yaitu:
28

 

1) Lembagal  Tinggil  Negara 

Lembagal  Negaral  lapisl  pertamal  inil  disebutl  sebagail  Lembagal  Tinggil  

Negara.l  Lembagal  inil  baikl  nama,l  fungsil  danl  kewenanganyal  dibentukl  

berdasarkanl  Konstitusil  ataul  UUDl  Tahunl  1945.l  Adapunl  kategoril  Lembagal  

Tinggil  Negaral  adalah:l  Presidenl  danl  Wakill  Presiden,l  MPR,l  DPR,l  DPD,l  MA,l  

MK,l  danl  BPK.l  Kewenanganl  Lembagal  Tinggil  Negaral  inil  diaturl  dalaml  Undang-

Undangl  Dasarl  Tahunl  1945,l  danl  selanjutnyal  diaturl  lebihl  rincil  lagil  dalaml  

Undang-Undang,l  walaupunl  paral  anggota-anggotanyal  ditetapkanl  denganl  

Keputusanl  Presidenl  sebagail  pejabatl  Administrasil  Negaral  yangl  tertinggi. 

2) l  Lembagal  Negara 

Lembagal  Negaral  lapisl  kedual  inil  disebutl  sebagail  Lembagal  Negara.l  

Lembagal  ini,l  adal  yangl  sumberl  kewenangannyal  diperolehl  daril  Undang-l  

Undangl  Dasarl  Tahunl  1945l  danl  adal  pulal  yangl  sumberl  kewenangannyal  

diperolehl  daril  Undang-Undangl  danl  sumberl  kewenangannyal  yangl  bersumberl  

daril  regulatorl  ataul  pembentukl  peraturanl  dil  bawahl  Undang-Undang.l  Dil  bawahl  

inil  akanl  diuraikanl  lebihl  lanjutl  mengenail  pembagianl  Lembagal  Negaral  

berdasarkanl  sumberl  kewenangannyal  masing-masingl  besertal  contohnya 

Kelompokl  Lembagal  Negaral  lapisl  kedua,l  yangl  sumberl  kewenangannyal  

diperolehl  daril  Undang-Undangl  Dasarl  Tahunl  1945l  sebagail  misall  yaitu:l  Menteril  

                                                           
28

l  l  Jimlyl  Asshiddiqi,l  Ibid,l  hlml  106-107.l  Lihatl  jugal  Ni’matull  Huda,l  Lembagal  Negaral  Dalaml  

Masal  Transisil  Demokrasi,l  UIl  Press,l  Yogyakarta,l  2007,l  hlml  90-91 
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Negara,l  Komisil  KY,l  TNI,l  Kepolisianl  Negara,l  KPU,l  Bankl  Sentral,l  danl  lainl  

sebagainya.l  Namunl  merekal  tidakl  masukl  dalaml  kelompokl  Lembagal  Tinggil  Negaral  

karena: 

a) Fungsinyal  hanyal  bersifatl  Supportingl  ataul  auxiliaryl  terhadapl  fungsil  

utama,sebagail  contohl  : 

KYl  fungsinyal  menunjangl  terhadapl  fungsil  kekuasaanl  kehakiman.l   

b) Pemberianl  kewenanganl  konstitusionall  eksplisitl  hanyal  dimaksudkanl  untukl  

menegaskanl  kedudukanl  konstitusionalnyal  yangl  independen,l  meskipunl  tetapl  

beradal  dalaml  ranahl  ataul  domainl  urusanl  pemerintahan,l  sebagaicontoh:l   

TNI,l  Kepolisianl  Negara. 

c) Penentuanl  kewenanganl  pokoknyal  dalaml  Undang-Undangl  Dasarl  Tahunl  1945l  

hanyal  bersifatl  l  byl  implication,l  bukanl  dirumuskanl  secaral  tegasl  (Strictl  Sence),l  

sebagail  contoh:l   

Kewenanganl  penyelenggaral  pemilihanl  umuml  yangl  dikaitkanl  denganl  KPU. 

d) l  Karenal  keberadaanl  kelembagaannyal  ataul  kewenangannyal  tidakl  tegasl  

ditentukanl  dalaml  Undang-l  Undangl  Dasarl  Tahunl  1945,l  melainkanl  hanyal  

disebutl  “akanl  diaturl  lebihl  lanjutl  dalaml  undang-undang”, 

sebagail  contoh:l   

Bankl  Sentral.l  Dil  dalaml  Undang-Undangl  Dasarl  Tahunl  1945l  ditentukanl  bahwal  

kewenanganyal  Bankl  Sentrall  harusl  bersifatl  independen,l  maksudnyal  byl  

implicationl  l  kewenanganl  sebatasl  kualitasl  ataul  sifatl  Bankl  Sentrall  itul  tersebutl  

danl  bukanl  mengenail  substansinya. 
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l  Kelompokl  Lembagal  Negaral  lapisl  kedua,l  yangl  sumberl  

kewenangannyal  diperolehl  daril  Undang-Undangl  sebagail  misall  yaitu:l  Komnasl  

HAM,l  KPI,l  KPK,l  KPPU,l  danl  lainl  sebagainya.l  Kedual  jenisl  Lembagal  Negaral  

yangl  telahl  tersebutl  dil  atasl  walaupunl  dasarl  ataul  sumberl  kewenangannyal  

berbeda,l  namunl  dapatl  disebandingkanl  antaral  satul  denganl  yangl  lain,l  hanyal  

sajal  kedudukannyal  walaupunl  tidakl  lebihl  tinggil  tetapil  jauhl  lebihl  kuat.l  

Keberadaannyal  disebutkanl  secaral  eksplisitl  dalaml  Undang-Undangl  Dasarl  

Tahunl  1945,l  sehinggal  tidakl  dapatl  ditiadakan/dibubarkanl  hanyal  karenal  

kebijakanl  pembentukanl  UU. 

Sedangkanl  Kelompokl  Lembagal  Negaral  lapisl  kedual  yangl  sumberl  

kewenangannyal  berasall  daril  regulatorl  ataul  pembentukl  peraturanl  dil  bawahl  

UU.l  Lembaga-Lembagal  inil  kewenangannyal  murnil  bersumberl  daril  Presidenl  

sebagail  kepalal  pemerintahanl  (Presidentl  Policy),l  artinyal  bahwal  segalal  

pembentukan,l  perubahan,l  bahkanl  pembubarannyal  tergantungl  kepadal  

kebijakanl  presiden,l  sebagail  missall  yaitu:l  KHNl  danl  KONl  yangl  dibentukl  

berdasarkanl  Kepres,l  danl  lainl  sebagainya.l  Pengaturanl  mengenail  lembaganyal  

cukupl  dituangkanl  dalaml  Perpresl  yangl  bersifatl  regelingl  danl  pengangkatanl  

anggota-anggotanyal  cukupl  dilakukanl  berdasarkanl  Keputusanl  Presidenl  yangl  

bersifatl  beschikking. 

3) l  Lembagal  Daerah 

Lembagal  Negaral  lapisl  ketigal  inil  disebutl  sebagail  Lembagal  Daerah.l  

Lembagal  Daerahl  inil  merupakanl  lembagal  Negaral  yangl  adal  dil  daerahl  yangl  

ketentuannyal  telahl  diaturl  olehl  Undang-Undangl  Dasarl  Negaral  Tahun 
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1945,l  sebagail  misal: 

Pemerintahl  Daerahl  Provinsi,l  Gubernur,l  Dewanl  Perwakilanl  Rakyatl  Daerahl  

Provinsi,l  Pemerintahl  Daerahl  Kabupatenl  (Pemdal  Kabupaten),l  Bupati,l  Dewanl  

Perwakilanl  Rakyatl  Daerahl  Kabupaten,l  Pemerintahl  Daerah,l  Walikota,l  Dewanl  

Perwakilanl  Rakyatl  Daerahl  Kota. 

b. l  Sisteml  Ketatanegaraanl  Republikl  Indonesia 

Pengertianl  ketatanegaraanl  Republikl  Indonesial  menurutl  Kamusl  Besarl  Bahasal  

Indonesia,l  tatal  negaral  adalahl  seperangkatl  prinsipl  dasarl  yangl  mencakupl  peraturanl  

susunanl  pemerintah,l  bentukl  negaral  danl  sebagainyal  yangl  menjadil  dasarl  peraturanl  

suatul  negara.l  Ketatanegaraanl  adalahl  sesuatul  mengenail  tatal  negara.l  Menurutl  

hukumnya,l  tatal  negaral  adalahl  sesuatul  kekuasaanl  sentrall  yangl  mengaturl  kehidupanl  

bernegaral  yangl  menyangkutl  sifat,l  bentuk,l  tugasl  negaral  danl  pemerintahannyal  sertal  

hakl  danl  kewajibanl  paral  wargal  negaral  terhadapl  pemerintahl  ataul  sebaliknya.
29

l  Dil  

Negaral  Republikl  Indonesia,l  sisteml  ketatanegaraannyal  didasarkanl  padal  Undang-

Undangl  Dasarl  Tahunl  1945l  ataul  Konstitusil  Republikl  Indonesia.l  Undang-Undangl  

Dasarl  inil  menentukanl  arahl  politikl  hukuml  NKRIl  yangl  berfungsil  sebagail  hukuml  dasarl  

tertulisl  yangl  tertinggil  untukl  dioperasionalisasikanl  olehl  pemerintahl  melaluil  lembaga-

lembagal  negaral  yangl  ditunjukl  danl  diberikanl  wewenangl  kekuasaanl  berdasarkanl  

Undang-Undangl  Dasarl  ini,l  untukl  pencapaianl  tujuanl  negara. 

1. Sisteml  Ketatanegaraanl  Negaral  Republikl  Indonesial  Sebeluml  Amandemenl  

UUDl  1945l   

                                                           
29

Adaml  Pamirtal  Rahman,l  “Siteml  Ketatanegaraanl  Republikl  Indonesia”,l  

(http://adampamrahman.blogspot.co.id/2012/03/sistem-ketatanegaraan-Republik.html/diakses,l  09l  

Februaril  2016).l   



28 

 

Sisteml  ketatanegaraanl  dil  Indonesial  tertuangl  dalaml  Penjelasanl  Undangl  Dasarl  

Negaral  Republikl  Indonesial  Tahunl  1945l  tentangl  (tujuh)l  kuncil  pokokl  systeml  

pemerintahan,l  yaitu:
30

 

a. Indonesial  adalahl  negaral  yangl  berdasarl  atasl  hukuml  (rechtstaat) 

b. Sisteml  konstitusional 

c. Kekuasaanl  tertinggil  dil  tanganl  Majelisl  Perwakilanl  Rakyat 

d. Presidenl  adalahl  penyelenggaral  pemerintahl  negaral  yangl  tertinggil  dil  bawahl  

Majelisl  Perwakilanl  Rakyat 

e. Presidenl  tidakl  bertanggungjawabl  kepadal  Dewanl  Perwakilanl  Rakyat 

f. Menteril  Negaral  adalahl  pembantul  presidenl  danl  tidakl  bertanggungjawabl  

terhadapl  Dewanl  Perwakilanl  Rakyat 

b. Kekuasaanl  Kepalal  Negaral  tidakl  takl  terbatas 

Berdasarkanl  7l  (tujuh)l  kuncil  pokokl  tersebut,l  sisteml  pemerintahanl  Indonesial  

menurutl  Undangl  Dasarl  Negaral  Republikl  Indonesial  Tahunl  1945l  menganutl  sisteml  

Presidensial. 

2. Sisteml  Ketatanegaraanl  Negaral  Republikl  Indonesial  Sesudahl  Amandemenl  

UUDl  1945l   

Salahl  satul  agendal  pentingl  daril  gerakanl  reformasil  adalahl  amandemenl  terhadapl  

UUDl  1945l  yangl  kemudianl  berhasill  dilaksanakanl  selamal  4l  tahunl  berturut-turutl  

melaluil  Sidangl  Tahunanl  MPRl  l  yaitul  l  tahunl  1999,l  2000,2001l  danl  tahunl  2002.l  

Reformasil  dalaml  sisteml  perundangl  -undanganl  Indonesial  inil  dilakukanl  

denganpertimbanganl  penyesuaianl  denganl  kondisil  negaral  danl  masyarakatl  Indonesia.l  

Diharapkanl  denganl  diadakannyal  amandemen,l  UUDl  1945l  sebagail  l  dasarl  hukuml  

negaral  Indonesial  bisal  lebihl  menyerapl  kebutuhanl  l  rakyatl  sertal  sesuail  denganl  kondisil  

yangl  terjadil  saatl  ini.l  Karenal  UUDl  l  1945l  l  setelahl  amandemenl  dianggapl  lebihl  

                                                           
30

l  l  http://intanispratiwi.blogspot.co.id/2012/06/ketatanegaraan-indonesia-sebelum.html 
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demokratisl  bilal  dibandingkanl  denganl  UUDl  1945l  sebelumnya.l  Latarl  Belakangl  

pelaksanaanl  Amandemenl  UUDl  1945: 

1) Undang-Undangl  Dasarl  1945l  membentukl  strukturl  ketatanegaraanl  yangl  

bertumpuhl  padal  l  kekuasaanl  tertinggil  ditanganl  MPRl  yangl  sepenuhnyal  

melaksanakanl  kedaulatanl  rakyat.l  Hall  inil  berakibatl  padal  tidakl  terjadinyal  checksl  

andl  balancesl  padal  institusi-institusil  ketatanegaraan.l   

2) Undang-Undangl  Dasarl  1945l  memberikanl  kekuasaanl  yangl  sangatl  besarl  kepadal  

pemegangl  l  l  l  kekuasaanl  eksekutifl  l  (Presiden).l  Sisteml  yangl  dianutl  UUDl  1945l  

adalahl  executivel  heavyl  yaknil  kekuasaanl  dominanl  beradal  ditanganl  Presidenl  

dilengkapil  denganl  berbagail  hakl  konstitusionall  yangl  l  l  laziml  disebutl  hakl  

prerogatifl  (antaral  l  lain:l  memberil  grasi,l  amnesti,l  abolisil  danl  rehabilitasi)l  danl  

kekuasaanl  legislatifl  karenal  memilikil  kekuasanl  membentukl  Undang-undang.l   

3) UUDl  1945l  mengandungl  pasal-pasall  yangl  terlalul  “luwes”l  danl  “fleksibel”l  

sehinggal  dapatl  l  l  l  menimbulkanl  lebihl  daril  satul  penafsiranl  (multitafsir),l  

misalnyal  Pasall  7l  UUDl  1945l  (sebeluml  dil  amandemen). 

4) UUDl  1945l  terlalul  banyakl  memberil  kewenanganl  kepadal  kekuasaanl  Presidenl  

untukl  l  mengaturl  l  hal-hall  pentingl  denganl  Undang-undang.l  Presidenl  jugal  

memegangl  kekuasaanl  legislatifl  sehinggal  Presidenl  dapatl  merumuskanl  hal-hall  

pentingl  sesuail  kehendaknyal  dalaml  Undang-undang.l   

Amandemenl  terhadapl  UUDl  1945l  dilaksanakanl  denganl  beberapal  kesepakatanl  l  l  

daril  l  l  panitial  l  l  Adl  l  l  Hoc,l  l  l  antaral  lainl   

1) Tidakl  l  l  mengubahl  l  l  Pembukaanl  l  l  Undang-Undangl  l  Dasarl  l  1945,l  l  sistematika,l  l  

aspekl  kesejarahanl  danl  orisinalitasnya.l   

2) Tetapl  mempertahankanl  Negaral  Kesatuanl  Republikl  Indonesial  (NKRI).l   

3) Mempertegasl  Sisteml  Pemerintahanl  Presidensial. 

4) Penjelasanl  l  UUDl  l  1945l  l  ditiadakanl  l  sertal  hal-hall  normatifl  dalaml  penjelasanl  

dimasukkanl  dalaml  pasal-pasal.l   

5) Perubahanl  dilakukanl  denganl  caral  “adendum”.l  Rumusanl  UUDl  1945l  tentangl  

semangatl  penyelenggaraanl  negaral  beluml  cukupl  didukungl  ketentuanl  konstitusil  

yangl  memuatl  l  aturanl  l  dasarl  l  tentangl  l  kehidupanl  yangl  demokratis,l  supremasil  

hukum,l  pemberdayaanl  l  rakyat,l  l  penghormatanl  l  hakl  asasil  manusial  danl  otonomil  

daerah.l  Setelahl  dilakukanl  amandemen,l  l  MPRl  l  yangl  semulal  l  berisil  anggotal  -

anggotal  DPRl  danl  kelompokl  -kelompokl  fungsionall  tambahan,l  termasukl  militer,l  

telahl  dirubahl  sehinggal  anggotal  MPRl  hanyal  terdiril  daril  anggotal  -anggotal  DPRl  

danl  DPDl  saja.l  l  Bilal  l  anggotal  DPRl  l  mewakilil  l  kepentinganl  -kepentinganl  partail  l  

politik,l  makal  anggotal  DPDl  mewakilil  kepentinganl  -kepentinganl  daerahl  yangl  

diwakilinya.l  Anggotal  MPRl  tersebutl  l  dipilihl  olehl  l  rakyatl  l  sehinggal  l  bisal  l  

dikatakanl  l  bahwal  tidakl  l  terdapatl  l  lagil  l  "kursil  l  pesanan"l  l  untukl  militerl  danl  

golonganl  -golonganl  yangl  lain. 



30 

 

Perubahanl  padal  sisteml  pemerintahanl  setelahl  amandemenl  dilakukanl  jugal  

terlihatl  jelasl  padal  kekuasaanl  MPRl  dimanal  sebelumnyal  MPRl  memilikil  kekuasaanl  

yangl  tidakl  terbatasl  dirubahl  menjadil  :l  kedaulatanl  beradal  ditanganl  rakyatl  danl  

dilaksanakanl  menurutl  Undangl  Undangl  Dasar.l  Amandemenl  jugal  mencabutl  

kekuasaanl  untukl  membuatl  Undangl  -Undangl  daril  tanganl  Presidenl  danl  memberikanl  

kekuasaanl  untukl  membuatl  l  Undangl  -Undangl  tersebutl  kepadal  DPR.l  Sehinggal  jelasl  

bahwal  amandemenl  inginl  mempertegasl  posisil  checkl  andl  balancesl  antaral  presidenl  

sebagail  l  lembagal  l  eksekutifl  danl  DPRl  sebagail  lembagal  legislatif. 

Setelahl  pelaksanaanl  amandemen,l  Presidenl  tetapl  memegangl  hakl  vetol  secaral  

absolutl  untukl  l  menolakl  segalal  rancanganl  Undangl  -Undangl  yangl  dibuatl  DPRl  padal  

tahapl  pembahasan.l  Langkahl  l  l  l  reformasil  lembagal  legislatifl  setelahl  amandemenl  

adalahl  dibentuknyal  Dewanl  Perwakilanl  Daerahl  (DPD)l  untukl  memberil  kesempatanl  

kepadal  masyarakatl  daerahl  untukl  turutl  berperanl  l  aktifl  dalaml  pelaksanaanl  sisteml  

pemerintahan,l  dimanal  idel  inil  sejalanl  denganl  konsepl  otonomil  daerahl  yangl  telahl  

berjalan.l  Namun,l  otoritasl  DPDl  sangatl  terbatasl  l  bilal  l  dibandingkanl  l  denganl  l  otoritasl  

DPR. 
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BABl  III 

METODOLOGIl  PENELITIAN 

A. Ruangl  Lingkupl  Penelitian 

Batas-batasl  ataul  ruangl  lingkupl  penelitianl  bertujuanl  untukl  membatasil  danl  memperjelasl  

masalahl  yangl  akanl  dibahasl  dalaml  skripsil  agarl  tidakl  mengambangl  danl  tidakl  menyimpangl  

sehinggal  penulisanl  skripsil  berlangsungl  secaral  sistematisl  danl  terarah.l  Ruangl  lingkupl  penelitianl  

adalahl  Bagaimanal  Sisteml  Ketatanegaraanl  dalaml  Undang-undangl  Dasarl  Negaral  Republikl  

Indonesial  Tahunl  1945. 

B. Jenisl  Penelitianl   

Dilihatl  daril  penelitiannya,l  penelitianl  inil  termasukl  kel  dalaml  penelitianl  hukuml  normatifl  

yaitul  penelitianl  yangl  mengkajil  tentangl  norma-normal  hukuml  yangl  bersumberl  padal  aturan-aturanl  

hukuml  yaitul  Undang-undang.l  Penelitian.l  Penelitianl  inil  dilakukanl  denganl  caral  menelitil  bahanl  

pustakal  ataul  sekunderl  yangl  dirumuskanl  penelitianl  normatifl  ataul  penelitianl  bukul  kepustakaan.l  

Daril  segil  sifatnyal  penelitianl  inil  bersifatl  Deskripsil  yaitul  penelitianl  yangl  tujuannyal  

mendeskripsikanl  ataul  menggambarkanl  secaral  jelasl  danl  terperinci. 

C. Metodel  Pendekatanl  Masalah 

Adapunl  metodel  pendekatanl  yangl  digunakanl  dalaml  penulisanl  penelitianl  inil  adalahl  

denganl  Metodel  pendekatanl  perundang-undanganl  (statutel  approach).l  Pendekatanl  perundangl  

undanganl  (stautel  approach)l  dilakukanl  denganl  menelaahl  semual  undang-undangl  danl  regulasil  

yangl  bersangkutl  pautl  denganl  isul  hukuml  yangl  sedangl  ditangani.l   
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Dalaml  penulisanl  skripsil  ini,l  penulisl  menggunakanl  metodel  penelitianl  yangl  bersifatl  yuridisl  

normatifl  makal  sumberl  hukuml  yangl  digunakanl  adalahl  datal  sekunderl  danl  yaitul  denganl  

melakukanl  penelitianl  pustakal  kemudianl  mengkajil  bahan-bahanl  hukuml  yangl  telahl  diperoleh.l  

Bahanl  hukuml  tersebutl  meliputil  bahanl  hukuml  primer,l  bahanl  hukuml  sekunderl  danl  bahanl  hukuml  

tersierl  yaknil  sebagail  berikut: 

1. Bahanl  Hukuml  Primer 

Bahanl  hukuml  primerl  merupakanl  bahanl  hukuml  yangl  bersifatl  autoritatif,l  artinyal  

mempunyail  otoritas.l  Bahan-bahanl  hukuml  primerl  terdiril  daril  Undang-l  Undangl  Dasarl  

Tahunl  1945,l  catatan-catatanl  resmil  ataul  risalahl  dalaml  pembuatanl  perundang-undangan. 

2. Bahanl  Hukuml  Sekunder 

Bahanl  hukuml  sekunderl  berupal  semual  publikasil  tentangl  hukuml  yangl  bukanl  

merupakanl  dokumen-dokumenl  resmi.l  Publikasil  tentangl  hukuml  meliputil  buku-bukul  teks,l  

jurnal-jurnall  hukum.l  Dalaml  penelitianl  inil  bahanl  hukuml  sekunderl  yangl  berkaitanl  tentangl  

Sisteml  Ketatanegaranl  Indonesia. 

3. Bahanl  Hukuml  Tersier 

Bahanl  hukuml  tersierl  adalahl  bahanl  hukuml  yangl  memberikanl  petunjukl  ataul  penjelasanl  

bermaknal  terhadapl  bahanl  hukuml  primerl  dan/ataul  bahanl  hukuml  sekunder,l  yaitul  kamusl  

hukuml  sertal  hal-hall  yangl  bisal  memberikanl  petunjukl  yangl  eratl  hubungannyal  denganl  

masalahl  yangl  diteliti.l   

 

 

E. Metodel  Penelitian 



33 

 

Alatl  pengumpulanl  datal  penelitil  gunakanl  adalahl  studil  kepustakaanl  dimanal  penulisl  

mengumpulkanl  berbagail  datal  melaluil  peraturanl  perundang-undangan,l  buku,l  skripsi,l  sertal  jurnall  

hukuml  baikl  secaral  langsungl  maupunl  secaral  internet. 

F. Analisisl  Bahanl  Hukum 

Bahanl  yangl  telahl  terkumpull  daril  studil  kepustakaanl  (Libraryl  Research),l  selanjutnyal  diolahl  

denganl  caral  diseleksi,l  diklasifikasikanl  secaral  sistematis,l  logis,l  yuridisl  secaral  kualitatif.l  Penulisl  

mengumpulkanl  datal  sekunderl  yangl  berkaitanl  denganl  penelitian,l  disimpulkanl  denganl  metodel  

deduktifl  yaitul  suatul  caral  menarikl  kesimpulanl  daril  dalill  yangl  bersifatl  umuml  kel  khusus,l  danl  

dipelajaril  sebagail  suatul  kesatuanl  yangl  utuhl  danl  sistematis.l  Denganl  menggunakanl  metodel  

analisisl  tersebutl  diharapkanl  padal  akhirnyal  akanl  dapatl  menggantarkanl  kepadal  suatul  kesimpulan. 

 

 

 


